[ SALINAN ]

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 000.3.3-30 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN LAYANAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025

BUPATI INTAN JAYA,

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan

1.

Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun
Anggaran 2025 perlu segera membentuk Kelompok Kerja
Pemilihan (POKMIL) yang bertugas melaksanakan
pemilihan penyedia berdasarkan ketentuan Pasal 13
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846};
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10.

11

12.

13.

14,

15.

16.

17,

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4938);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomeor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tengan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022  tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
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25.

26.

27.

28.

29,

30.

31,

32,

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Dan Papua
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 60);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1543);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan
Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 491);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 511);
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33.

34.

35.

36.

37

Menetapkan

KESATU

Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern
Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya
Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun
2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021
Nomor 4);

Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan
Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1A Tahun 2017
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya (Berita Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1.A);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN LAYANAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025.

Membentuk Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2025 yang namanya tersebut dalam Ilajur 2, dalam
kedudukan jabatan sebagaimana lajur 4 dan diberikan
tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) merupakan jabatan
fungsional yang melekat pada Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya dan
Pengaturan Penugasan dalam Kelompok Kerja Pemilihan
(Pokmil) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Intan Jaya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku.

Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud diktum
KESATU dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab
pelaku pengadaan barang/jasa berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran
2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)
Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI INTAN JAYA,
TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1.
2.
3.

Nouk

Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI, di

Jakarta;

Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
Kepala Inspektorat Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

.

\NIAT) AGUS M. FAKAUBUN
0730817 200605 1 001
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